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A B S T R A K  A R T I C L E   I N F O 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 
kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan 
Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten 
Lampung Timur. Analisis dilakukan dengan menggunakan 
model implementasi kebijakan George C. Edward III yang 
meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi 
pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi 
lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi program telah berjalan dan 
memberikan dampak positif nyata bagi penerima manfaat, 
terutama dalam meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan 
keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik. Namun 
demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya 
optimal akibat keterbatasan sumber daya anggaran, 
fragmentasi kewenangan, serta struktur birokrasi yang 
masih bersifat hierarkis dan kurang fleksibel. Disposisi 
pelaksana, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK), menjadi faktor dominan yang 
mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat 
lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan 
sumber daya, penyederhanaan struktur birokrasi, serta 
peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan 
keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan rehabilitasi sosial. 
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 1. PENDAHULUAN 
 
Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok sosial yang memiliki kerentanan 
tinggi terhadap berbagai bentuk ketidaksetaraan dan eksklusi sosial. Keterbatasan fisik, 
sensorik, maupun mental sering kali tidak hanya berdampak pada kondisi individu, tetapi juga 
diperparah oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebijakan publik yang belum sepenuhnya 
inklusif. Dalam konteks penyandang disabilitas fisik, keterbatasan mobilitas menjadi 
persoalan utama yang memengaruhi kemampuan individu untuk menjalankan aktivitas 
sehari-hari, mengakses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta berpartisipasi secara 
aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. 
Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah menjadi komitmen pemerintah Indonesia 
sebagaimana tercantum dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa negara 
bertanggung jawab dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, 
pemberdayaan, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kehidupan 
yang mandiri, bermartabat, dan setara. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut 
adalah penyelenggaraan program rehabilitasi sosial melalui penyediaan alat bantu, termasuk 
alat bantu kaki dan tangan palsu bagi penyandang disabilitas fisik. 
Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu dirancang sebagai instrumen kebijakan 
untuk memulihkan dan meningkatkan fungsi gerak penyandang disabilitas fisik sehingga 
mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Selain berfungsi secara 
medis dan fungsional, program ini juga memiliki dimensi sosial yang penting, yaitu 
mendorong integrasi sosial, meningkatkan rasa percaya diri, serta membuka peluang bagi 
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan 
demikian, program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi 
juga pada peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. 
Meskipun demikian, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh 
perumusan dan tujuan kebijakan, melainkan sangat dipengaruhi oleh proses 
implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial yang menjembatani 
antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan realisasi di tingkat daerah dan 
lapangan. Pada tahap ini, berbagai aktor, sumber daya, prosedur birokrasi, serta kondisi sosial 
dan institusional berinteraksi dan menentukan sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai 
sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. 
Di Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan 
Palsu berada di bawah koordinasi Dinas Sosial dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pelaksana di tingkat lapangan. TKSK memiliki peran strategis 
sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, mulai dari pendataan calon 
penerima manfaat, pendampingan administrasi, hingga pemantauan pasca-pemberian alat 
bantu. Peran ini menjadikan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kapasitas, 
komitmen, dan sikap pelaksana di tingkat lokal. 
Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, implementasi program di Kabupaten 
Lampung Timur masih menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan anggaran dan kuota 
penerima manfaat menyebabkan tidak semua penyandang disabilitas yang membutuhkan 
dapat terlayani. Selain itu, adanya fragmentasi kewenangan antara pemerintah daerah dan 
pihak lain yang terlibat dalam penyediaan alat bantu berimplikasi pada terbatasnya ruang 
gerak pemerintah daerah dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan riil masyarakat. 
Prosedur birokrasi yang relatif panjang serta keterbatasan koordinasi lintas sektor juga 
berpotensi menghambat efektivitas dan pemerataan pelaksanaan program. 
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Untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan 
maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut, diperlukan suatu kerangka analisis yang 
komprehensif. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward 
III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau 
sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Model ini dipandang relevan karena mampu 
menjelaskan keterkaitan antara aspek kebijakan, aktor pelaksana, serta konteks kelembagaan 
dalam proses implementasi kebijakan publik. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
implementasi kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang 
Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi akademik dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik di bidang 
kesejahteraan sosial, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah 
dalam meningkatkan efektivitas, pemerataan, dan keberlanjutan program rehabilitasi sosial 
yang berorientasi pada pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. 
 
2. METHODS 
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan 
tipe deskriptif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dengan fokus pada 
implementasi Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas 
Fisik. Informan penelitian terdiri atas aparatur Dinas Sosial, TKSK, pemerintah desa, serta 
penerima manfaat program. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, 
observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan kerangka analisis 
model implementasi kebijakan George C. Edward III.  

3. HASIL AND PEMBAHASAN 
3.1 Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu 
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan peneliti, 
diperoleh temuan terkait implementasi Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu 
di Kabupaten Lampung Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program telah berjalan 
dan memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas fisik. Temuan penelitian pada 
aspek komunikasi menunjukkan bahwa peran TKSK sebagai pelaksana lapangan menjadi kunci 
dalam menyampaikan informasi program secara langsung kepada calon penerima manfaat. 
Pola komunikasi interpersonal memungkinkan adanya pemahaman yang lebih baik terkait 
prosedur dan tujuan program. Hal serupa juga ditemukan dalam studi tentang layanan publik 
penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin yang melaporkan hambatan komunikasi dalam 
penyampaian informasi kebijakan (Putri, A.P, 2024). 
Berdasarkan temuan lapangan pada aspek sumber daya, penelitian menemukan adanya 
keterbatasan anggaran dan kuota penerima manfaat yang menyebabkan tidak seluruh 
penyandang disabilitas dapat terakomodasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kondisi 
ini memunculkan daftar tunggu dan mengharuskan pemerintah daerah melakukan seleksi 
prioritas penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian impelemntasi kebijakan 
publik lainnya yang menunjukkan keterbatasan sumber daya sebagai hambatan signifikan 
dalam pelaksanaan program (Andriany, A dan Ariyanti, A, 2023). 
Temuan penelitian pada aspek disposisi pelaksana menunjukkan bahwa disposisi pelaksana 
merupakan variabel yang paling menonjol dalam mendukung keberhasilan implementasi 
kebijakan. TKSK menunjukkan sikap empatik, komitmen tinggi, dan tanggung jawab dalam 
mendampingi penerima manfaat, bahkan dalam kondisi keterbatasan sistem dan sumber 
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daya. Disposisi positif ini menjadi modal sosial penting dalam implementasi kebijakan 
rehabilitasi sosial. Temuan ini diperkuat oleh kajian yang menggunakan Edward III Policy 
Impelemntation Model di berbagai konteks pelayanan publik (Alexander, Sahay, M.F.A dan 
Rhama, B. 2025). 
 
3.2 Struktur Birokrasi Implementasi Program 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian pada aspek struktur birokrasi, diketahui bahwa 
struktur birokrasi pelaksanaan program secara formal telah terbentuk dengan Dinas Sosial 
Kabupaten Lampung Timur sebagai penanggung jawab utama. Pembagian tugas pelaksana 
dituangkan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) serta didukung oleh Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Struktur ini memberikan kejelasan peran dan 
tanggung jawab bagi pelaksana kebijakan. Hal ini konsisten dengan penelitian lain tentang 
implementasi kebijakan layanan publik yang menunjukkan peran penting SOP dan koordinasi 
dalam mendukung pelaksanaan kebijakan (Andriany, A dan Ariyanti, A, 2023). 
Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada masih 
bersifat hierarkis dan relatif kaku. Fragmentasi kewenangan antara pemerintah daerah dan 
pihak eksternal, khususnya dalam penentuan kuota dan pembuatan alat bantu, membatasi 
fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. 
Panjangnya rantai birokrasi juga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelaksanaan 
program (Nuryadi, F. R., & Santosa, P, 2025). 
 
3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi 
Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat diidentifikasi bahwa faktor pendukung 
implementasi program meliputi komunikasi yang relatif efektif, disposisi pelaksana yang 
positif, dukungan kelembagaan, serta manfaat program yang nyata dan dirasakan langsung 
oleh penerima manfaat. Studi lain juga menunjukkan bahwa empat variabel Edward III yaitu 
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama sangat 
menentukan efektivitas implementasi kebijakan publik (Sormin, R. D, 2024). 
Sementara itu, temuan penelitian juga mengidentifikasi adanya faktor penghambat 
implementasi, yaitu utama meliputi keterbatasan sumber daya anggaran, fragmentasi 
kewenangan, kendala teknis alat bantu, serta keterbatasan fleksibilitas struktur birokrasi. 
Kendala-kendala ini juga menjadi temuan umum pada kajian implementasi layanan publik di 
berbagai daerah (Putri, A.P, 2024). 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas 
Fisik di Kabupaten Lampung Timur telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi 
penerima manfaat. Keberhasilan program sangat ditopang oleh disposisi pelaksana yang 
memiliki komitmen dan empati tinggi terhadap kelompok sasaran. Namun demikian, 
implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya dan 
struktur birokrasi yang kurang adaptif. 
Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program, diperlukan penguatan sumber 
daya anggaran, penyederhanaan prosedur birokrasi, peningkatan ruang diskresi pelaksana 
lapangan yang tetap akuntabel, serta penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor. 
Reformasi tersebut penting agar kebijakan rehabilitasi sosial dapat lebih responsif, inklusif, 
dan berorientasi pada kebutuhan nyata penyandang disabilitas fisik. 
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